
 

 

 

 

 
 

BUPATI BUTON 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI BUTON 

NOMOR  26.A TAHUN  2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON                                      

NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN                                  

TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON, 
 

Menimbang  :  a. bahwa standar harga satuan kegiatan yang diatur dalam 

yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 

2023 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton 

Nomor 12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Harga 

Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buton dalam pelaksanaannya di                          

pandang belum memenuhi kebutuhan, sehingga  perlu 

dilakukan penyesuaian dengan tetap berdasarkan prinsip 

efisiensi efektifitas dan akuntabilitas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 46 

Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Buton; 
   

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);  
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Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal  27  Agustus  2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 
 

                ttd. 
 

ASNAWI JAMALUDDIN 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON. 
  

Pasal I 
 

  Ketentuan Belanja Jasa Servis/Pemeliharaan Peralatan Kantor, 

Peralatan Kantor Lainnya (Elektronik/Mobiler) pada Romawi VI,  
Satuan Biaya Belanja Sewa Barang/Jasa pada Romawi XV, biaya 
Kontribusi Orientasi/Bimtek bagi Pipmpinan dan Anggota DPRD, ASN 
serta Biaya Pra Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, 

pada  Romawi XXXIV, Lampiran II Peraturan Bupati Buton Nomor 
46 Tahun 2023 tentang  Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton 
(berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 497), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton 
Nomor 12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Harga 
Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2024 Nomor 512.A) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 
 

Ditetapkan  di  Pasarwajo 

pada tanggal  27  Agustus  2024 
 

Pj. BUPATI BUTON, 
 

ttd. 
 

    LA HARUNA 

 

 

 

 

 

  BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 526.A 

 Salinan sesuai dengan aslinya  

 Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

FAKHARUDIN M.SATU,SH,MH 

Pembina Tk.I (IV/b) 

NIP 196810051994011002 


